BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi
penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah,
dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang
tangguh dan berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan
prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang
menyangkut penyimpangan sikap dan prilaku yang menjadikan anak terpaksa
dihadapkan ke muka pengadilan.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah
terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Apabila
lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpangaruh pada tindakan
yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri
dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka
berurusan dengan aparat penegak hukum.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang
sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara
dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang
cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak sipil, ekonomi, sosial,
budaya. Namun sepertinya kedudukan hak-hak anak jika dilihat dari persepektif

yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak



hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang
sebenarnya harus diberikan kepada mereka. kondisi ini pun dipersulit oleh
lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum itu sendiri.

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat
menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya
Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara
lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Secara subtansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang
berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk
beribadah menurt agamanya, hak berekspresi, berfikir, bermain, berkreasi,
beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Negara sangat
memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib
dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam pengaplikasianya

masalah penegakan hukum (law enforcement) sering mengalami hambatan



maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor
eksternal.'

Salah satunya adalah sistem tindakan yang sampai sekarang terkadang
masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai anak yang berkonflik
dengan hukum itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut
untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di
Indonesia.

Padahal tindakan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau
biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual / personal. Pelaku dipandang
sebagai individu yang mampu untuk bertanggungjawab penuh terhadap perbuatan
yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat
menyadari seacara penuh atas tindakan / perbuatan yang dilakukanya, hal ini
disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.
Tanpa disadari hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan dampak psikologis yang
hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan
jiwa si anak tersebut. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama
dengan orang dewasa maka dikhawatirkan anak akan dengan cepat meniru
perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan Juvenile
Deliquency, dibahas dalam Badan Peradilan Amerika Serikat dalam usaha untuk

membentuk suatu Undang-Undang Peradilan Anak. Ada dua hal yang menjadi

! Harkristuti Harkrisnowo, Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak, Newsletter Komisi
Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta, Hal. 4.



topik pembicaraan utama yaitu segi pelanggaran hukumnya dan sifat tindakan
anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku dan melanggar hukum
atau tidak. Juvenile Deliquency adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran
norma, baik norma hukum maupun norma norma sosial yang dilakukan oleh anak-
anak usia muda.’

Pengadilan anak dibentuk karena dilatar belakangi sikap keprihatinan yang
melanda Negara-negara Eropa dan Amerika atas tindakan kriminalisasi yang
dilakukan anak dan pemuda yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin
meningkat. Namun perlakuan terhadap pelaku tindak kriminal dewasa, sehinngga
diperlukan tindakan perlindungan khusus bagi pelaku kriminal anak-anak.
Pengadilan anak dimaksud untuk menganggulangi keadaan yang kurang
menguntungkan bagi anak-anak, dan dalam pelaksaan proses peradilan pidana
anak tidak boleh diperlakukan sama dengan seperti orang dewasa.

Di indonesia sendiri dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang
benar-benar memperhatikkan kepentingan anak perlu diwujudkan peradilan yang
terbatas bagi anak untuk menjamin kepentingan anak melalui Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan khusus
bagi anak diadakan guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan
oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak, semuanya wajib
disidangkan dalam peradilan bagi anak yang ada pada pengadilan dilingkungan

peradilan umum.

2 Wagianti Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama, Bandung, Hal. 11.



Undang-Undang tentang Pengadilan Anak akan memberikan landasan
hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui
tatanan pengadilan anak. Selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang ditunjukan seabagi perangkat hukum
yang lebih mantap dan memadai dalam pelaksanaan pembinaan dan memberikan
perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum maupun
penegakan hak-hak anak dan hukum anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan
yang terbaik bagi anak (the best interest of the child). Ketentuan yang ada dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
telah sebagian mengacu pada rambu-rambu semacam ini. Perampasan
kemerdekaan misalnya, harus dilakukan hanya sebagai measure of the last resort,
yaitu berkenaan dengan hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya.’

Anak sebagai individu yang belum dewasa perlu mendapatkan
perlindungan hukum agar terjamin kepentinganya sebagai anggota masyarakat.
Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan
masalah penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah
pengimpletasian hukum anak dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor:

1. Peraturan hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang masalah hukum tertentu. Dalam hal ini, masalah
peraturan hukum tentang hak-hak anak berkenaan dengan :

a. Cara pembentukan dan persyaratan yuridis pembentukanya;

3 Harkristuti Harkrisnowo, Op. Cit., Hal. 8.



b. Materi hukum tersebut apakah telah sesuai dengan semangat, nilai,
asas, atau kaidah hukumnya maupun sanksi hukumnya;
c. Peraturan pelaksanaan yang dikehendaki perlu dipersiapkan untuk
mencegah kekosongan hukum.

Catur wangsa yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), kejaksaan
(penuntut), hakim (peradilan), dan pengacara atau advokat. Untuk
menegakkan hak-hak anak dan mengakkan hukum anak, menghadapi
permasalahan umum yang melanda Indonesia yakni keterbatasan
kemampuan para penegak hukum yang memahami hukum anak dan
hak-hak anak, kualitas, pendidikan dan keahlian masing-masing aparat
penegak hukum, dan kemampuan organisasi dalam menegakkan
hukum anak dan hak-hak anak.

Budaya hukum masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan
kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam mengakkan
hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah
budaya hukum merupakan masalah penting dalam menegakkan hukum
di Indonesia yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan
para penegak hukum.

Masyarakat hukum, yakni tempat bergeraknya hukum dalam
kehidupan sehari-hari yang mencakup dengan sejau mana kepatuhan
masyarakat kepada hukum, kepedulian masyarakat untuk menegakkan
hukum untuk menjuju ketertiban dan kedamaiaan. Dalam hal

penegakan hak-hak dalam praktek kehidupan sehari-hari. Hukum anak



hanya pedoman yang bisa dijadikan acauan untuk mengarahkan

bagaimana masyarakat bertindak jika masalah anak ditemukan.*

Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, tentang penjatuhan pidana atau tindakan terhadap anak

yang melakukan tindak pidana adalah :

(1)

2)

3)

Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
a. Pidana peringatan;
b. Pidana dengan syarat:
1) Pembinaan di luar lembaga;
2) Pelayanan masyarakat; atau
3) Pengawasan.
c. Pelatihan kerja;
d. Pembinaan dalam lembaga; dan
e. Penjara.
Pidana tambahan terdiri atas:
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
atau
b. Pemenuhan kewajiban adat.
Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif
berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan

pelatihan kerja.

* Moh. Joni dan Zulchaini Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 90.



4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar
harkat dan martabat Anak.

(5) Mengenai lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara
pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ada pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam penjatuhan pidananya ditentukan
paling lama 2 dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa, sedangkan
penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan
terhadap anak-anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga
ditentukan berdasarkan umur, yaitu bagi anak yang belum berusia 14 tahun hanya
dapat dikenai tindakan.

Sistem tindakan yang berlaku saat ini di Indonesia hanya bertumpu pada
sifat pemidanaanya saja tanpa memperhatikan bagaimana dapat merubah si anak
tersebut menjadi lebih baik. Diberikanya sistem tindakan yang bersifat edukatif,
yaitu suatu sistem tindakan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaanya
saja namun lebih kepada bagaimana caranya agar seseorang anak itu bisa dirubah
perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakanya tersebut
tanpa harus diberikan sanksi badan atau penjara.

Hal ini dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu setiap Anak dalam proses peradilan

pidana berhak:



Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan
sesuai dengan umumnya;

Dipisahkan dari orang dewasa;

Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
Melakukan kegiatan rekreasional;

Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam,
tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya
terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Memperoleh keadialan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak
memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Tidak dipublikasikan identitasnya;

Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya
oleh Anak;

Memperoleh advokasi sosial;

Memperoleh kehidupan pribadi;

Memperoleh aksebilitas, terutama bagi anak cacat;

Memperoleh pendidikan;

Memperoleh pelayanan kesehatan; dan

Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undagan.



Anak yang berkonflik dengan hukum diharapkan perbaikanya lebih mudah
daripada seseorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini
disebabkan karena taraf perkembangan anak itu berlainan dengan sifat-sifatnya
dan ciri-cirinya, pada usia bayi, remaja dewasa dan usia lanjut akan berlainan
psikis maupun jasmaninya. Sistem pemidanaan dengan pemberian tindakan yang
bersifat edukatif / mendidik selama ini jarang dilakukan oleh aparat penegak
hukum di Indonesia khususnya oleh hakim. Salah satu contoh tindakan yang
bersifat edukatif adalah pemberian tindakan yang tidak hanya dikembalikan
kepada orang tua / wali atau lingkunganya saja namun tindakan tersebut sifatnya
juga mendidik misalnya dimaksukkan ke pondok pesantren bagi anak yang
beragama islam, atau diberikan kepada gereja bagi yang beragama nasrani, dan
lembaga keagamaan lainya yang sesuai dengan agama yang dipeluk atau
dianutnya.

Hal ini dimaksudkan agar mental spirititual si anak itu lebih terdidik
sehingga prilaku yang menyimpang dari si anak dapat menjadi lebih baik. Dengan
dimasukkanya si anak sebagai pelaku kejahatan ke Lembaga Pemasyarakatan
bukan tidak menjamin bahwa si anak tersebut dapat berubah, namun di dalam
Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak ada masukan yang lebih bagi perbaikan
mental spiritual anak karena mereka diasingkan secara bersama-sama dengan para
pelaku tindak pidana lain. Hal ini mengakibatkan proses pemulihan prilaku si
anak untuk menjadi lebih baik seringkali terhambat yang disebabkan lingkungan

dari dalam LP itu sendiri yang kurang kondusif.



Tentunya hal ini akan berbeda jika menempatkan si anak pada suatu
lingkungan dimana dia tidak merasa diperlakukan sebagai seorang pelaku tindak
pidana, namun lebih memperlakukan si anak sebagai seorang manusia yang belum
dewasa yang masih belum tahu apa-apa sehingga masih perlu diberikan
bimbingan, pengarahan serta pengajaran mana yang disebut dengan tindakan baik
dan mana yang disebut buruk. Tentu saja perlakuan yang diberikan kepeda
mereka yang terlibat tindak pidana, selama dalam proses hukum dan
pemidanaanya menempatkan mereka sebagai pelaku tindak kriminal muda yang
mempunyai perbedaan karakteristik dengan pelaku tindak kriminal dewasa.

Sebenarnya sistem tindakan yang bersifat edukatif seperti ini bukan
sesuatu yang baru. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak sistem tindakan yang bersifat mendidik telah jelas
tersirat, namun pada pengaplikasianya hal ini jarang dilakukan, bahkan tidak
jarang anak-anak tersebut ditangani oleh penegak hukum yang belum begitu
professional untuk menangani kasus-kasus dibidang anak dan terkadang juga
penempatan anak-anak terpidana dicampur dengan orang dewasa.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang permasalahan di atas dapat
dirumuskan sebuah masalah sebagai berikut :

Bagaimana tindakan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tindakan edukatif terhadap anak yang berkflik dengan hukum.



4. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Diharapkan dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan khususnya
dalam bidang hukum pidana sebagai pedoman keilmuan dengan
mempelajari peraturan perundang-undangan.
b. Manfaat Praktis
Memberikan informasi bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat
lebih mengetahui dan mengerti tentang sistem tindakan edukatif terhadap
anak yang berkonflik dengan hukum, dan dengan adanya informasi
tersebut diharapkan juga dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat.
5. Metode Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode atau
cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka yang ada. °
b. Metode Pendekatan
Pendekatan Perundang-undangan
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakuakan

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut

> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja
Grafindo Persada, 2009, Hal. 13.



paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut
merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. °®
Pendekatan Konseptual

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di
dalam ilmu hukum, maka dapat dikembangan suatu ide-ide yang
melahirkan pengertian-pengertian hukum,konsep-konsep hukum,dan asas-
asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.Oleh karena itu
pendekatan konsep atau Conseptual Approach memang banyak beranjak
dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam
ilmu hukum.’
Pendekatan Historis

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah
lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu
peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.
Disamping itu, melalui pendekatan demikian penelitian juga dapat
memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan
hukum.®

¢. Sumber dan jenis bahan hukum
1. Bahan Hukum Primer
1. Undang —Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Prenadamedia Grop,
Jakarta, 2005, Hal. 133.

7 Ibid, Hal. 135.

¥ Ibid, Hal. 166.




3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

2. Bahan Hukum Skunder
Buku-buku, dokumen hasil penelitian dibidang hukum khususnya

masalah sistem tindakan.

d. Teknik pengumpulan bahan hukum

€.

Semua bahan hukum yang sudah terkumpul lalu diinventarisasi dan
dikumpulkan serta disesuaikan dengan rumusan masalah yang akan
diteliti. Rumusan masalah yang dijelaskan dalam bab pembahasan
tersebut  dianalisis menggunakan bahan hukum primer dan
menggabungkan pengertian-pengertian, dan dasar-dasar hukum yang
terdapat pada literatur dan peraturan perundang-undangan. Setelah
rumusan masalah dijawab pada bab pembahasan maka dibuat sebuah
kesimpulan dari keseluruhan pembahasan tersebut.

Analisis bahan hukum



Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian
dianalisis secara deskriptif, yaitu bahan hukum secara keseluruhan yang
dipilih sesuai dengan pokok permasalahan sehingga dapat memberikan
gambaran secara utuh dan jelas, kemudian dengan metode deduktif, yaitu
metode yang menerangkan hal-hal dari yang bersifat umum menuju ke
hal-hal yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat
menjawab rumusan permasalahan.

6. Pertanggungjawaban Penelitian

Sistematika penulisan skripsi untuk memberikan gambaran secara
menyeluruh tentang isinya maka secara garis besar sistematikanya dibagi
menjadi empat kelompok yaitu: Bab I Pendahuluan yangmenguraikan tentang
Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, Metode Penelitian, yang berisi: Jenis penelitian, Metode
Pendekatan, Sumber Hukum, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Sumber
hukum, dan Sistematika skripsi. Pada Bab II akan membahas mengenai
Tinjauan Pustaka yang berisi: Tinjauan umum tentang tindak pidana anak
didalamnya terdapat pengertian anak yang berkonflik dengan hukum,
pengertian tindak pidana anak, tinjauan umum tentang tindakan terhadap anak
didalamnya terdapat pengertian tindakan edukatif, batasan usia penindakan
anak, serta hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Bab III merupakan
bab pembahasan dari rumusan masalah mengenai tindakan edukatif terhadap
anak yang berkonflik dengan hukum. Bab IV sebagai bab Penutup, yang berisi

kesimpulan dan saran.



